
1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10
Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati
ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;
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Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambah an Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana



telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ten tang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambah an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ten tang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang



Sistern Inforrnasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 110, Tarnbahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5135);

17. Peraturan Pernerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pernerintah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nornor 25, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 4614);

18. Peraturan Pernerintah Nornor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang NegarajDaerah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 83, Tarnbahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4738);

19. Peraturan Pernerintah Nornor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 18,
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor
4972), sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pernerintah Nornor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pernerintah
Nornor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nornor 1, Tarnbahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 6177);

20. Peraturan Pernerintah Nornor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pernberian dan Pernanfaatan Insentif
Pernungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nornor 119, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5161);

21. Peraturan Pernerintah Nornor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pernerintah (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nornor 123, Tarnbahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 5165);

22. Peraturan Pernerintah Nornor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 5272);

23. Peraturan Pernerintah Nornor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 92,
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor
5533), sebagairnana telah diubah dengan Peraturan
Pernerintah Nornor 28 Tahun 2020 ten tang Perubahan
atas Peraturan Pernerintah Nornor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nornor 142, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 6253);

24. Peraturan Pernerintah Nornor 43 Tahun 2014 ten tang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nornor 6 Tahun



2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Repu blik Indonesia Nomor 6041);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubemur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);



33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
ten tang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertangggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah ten tang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 450);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
ten tang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
78 Tahun 2020 ten tang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
ten tang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barangj Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan BarangjJasa
Pemerintah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);



PENJABARAN
ANGGARAN
ANGGARAN

PERATURAN BUPATI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH TAHUN
2022

MEMUTUSKAN:

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4
Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan
Musrenbang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2005 Nomor 4);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Investasi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007
Nomor 7);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1
Tahun 2019 ten tang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2019 Nomor 1);

44. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10
Tahun 2021 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021
Nomor 10);

45. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022
Nomor 6);

46. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor ...
Tahun 2023 ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun Anggaran 2022

47. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 264 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2021 Nomor 264), sebagaimana telah
di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati
Purwakarta Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan
Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 264 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Purwakarta Tahun 2022 Nomor 90);

Menetapkan



Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Rp51.769.042.339,00
Rp9.999.999.945,00
Rp41.769.042.394,00
Rp55.B43.B34.0 13,00

Rp211.006.361.159,00

Rp6.692.607.B39,00

Rp4.137.B24.210,00
Rp59.B69.624.977,00

RpB77.5BB.545.991,00
Rp79B.636.92B.666,00
Rp43.54B.139.207,00
Rp3.945.300.000,00
Rp1.723.71B.913.B64,00

Pasal 2

(4) Pembiayaan
a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Neto
Sisa lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Berjalan

(1) Pendapatan:
a. Pendapatan Asli Daerah Rp561.927.757.652,00
b. Pendapatan Transfer Rp1.694.191.900.091,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah RpO,OO
Jumlah Pendapatan Rp2.256.119.657.743,00

(2) Belanja
a. Belanja Operasi

1)Belanja Pegawai
2)Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Hibah
4) Belanja Bantuan Sosial
Jumlah Belanja Operasi

b. Belanja Modal
1)Belanja Modal Tanah
2) Belanja Modal Peralatan

dan Mesin
3) Belanja Modal Gedung dan Rp62.B03.B92.607,00

Bangunan
4) Belanja Modal Jalan,Irigasi Rp77.502.411.526,00

dan J aringan
5) Belanja Modal Aset Tetap

Lainnya
Jumlah Belanja Modal

c. Belanja Tak Terduga
1) Belanja Tak Terduga Rp267.94B.493,00
Jumlah Belanja Tak Terduga Rp267.94B.493,00

(3)Transfer
a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan Rp35.969.243.BOB,00
b. Transfer Bantuan Keuangan Rp271.0B2.39B.BOO,00

Jumlah Transfer Rp307.051.642.60B,00
Jumlah Belanja dan Transfer Rp2.242.044.B66.124,00
SurplusjDefisit Rp14.074.791.619,00

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 terdiri atas :

Pasal 1



GRAHA
KABUPATENPURWAKARTATAHUN2023 NOMOR 106

SEKRET RIS DAERAH
KABUPATE RWAKARTA,

Diundangkan di Purwakarta
Pada tangg 1 September 2023

Ditetapkan di Purwakarta.
Pada tanggal1 Septemberl2023

f ~BUPATI PURWAKARTA,.J

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pasal4

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan
realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
iru.

Pasal3


